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Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat
dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat | Tahun 2021 telah selesai disusun
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama
tahun anggaran 2021.

Laporan Tahunan Inspektorat | berisi kompilasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh
jajaran Inspektorat | dalam melakukan pengawasan intern sesuai tugas pokok dan fungsi
yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan.

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh
Inspektorat I, mencakup kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program
penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program consulting yang meliputi
kegiatan asistensi/ bimtek dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern
sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Inspektorat I. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak
agar senantiasa terbina dan terjalin serta dikembangkannya jaringan yang berkontribusi
positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat |I sehingga mampu
melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja Badan POM.

Besar harapan kami agar laporan tahunan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dimasa
mendatang dan mendapatkan tanggapan berupa kritik dan saran konstruktif bagi
penyempurnaan laporan maupun kebijakan dan program kerja Inspektorat | ke depan. Atas
kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima
kasih.

Jakarta, 29 April 2022

Drs. Tepy Usia, Apt., M.Phil., Ph.D

rtifikasi Elektronik (BSrE),
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang
kemudian disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang
diterbitkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Keppres tersebut adalah tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 145 Tahun 2015. Keppres tersebut turut mengatur sejumlah LPND
seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan
Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam perjalanannya kemudian, masing-
masing LPND memperoleh dasar hukum yang lebih kuat seperti LAN dengan Peraturan
Presiden Nomor 57 Tahun 2013 atau BPKP dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014.

Dengan terbentuknya BPOM sebagai LPND, dan kemudian disesuaikan menjadi Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dibentuklah Inspektorat sebagai unit pengawasan
internal pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor
02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.00.05.21.4231 tahun 2004.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi BPOM serta kebutuhan untuk
memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi serta fungsi strategis
nasional BPOM dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, mendorong pemerintah melakukan
penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo
menandatangani (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada Perpres tersebut adalah transformasi
fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat
menjadi Inspektorat Utama.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan
dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui
adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk BPOM,
menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta
menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun
perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2021 Inspektorat I adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk
pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali pada akhir tahun
anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh




Inspektorat Utama—khususnya Inspektorat I—dalam mengawal tugas dan fungsi BPOM.
Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat I terbuka terhadap masukan
dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan
kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan
Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang
kemudian diperbarui dengan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan POM yang dalam pasal 114 mengatur susunan
organisasi Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari
2 (dua) unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat I.

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan POM, tugas Inspektorat I adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup
satuan kerja dan wilayah tertentu dengan fungsi sebagai berikut:

1) Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup satuan
kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;

2) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup
satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;

3) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas
Inspektorat I;

4) Pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta
penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi di lingkup satuan kerja dan
wilayah tugas Inspektorat I;

5) Koordinasi pengawasan pelaksanaan tata kelola manajemen organisasi BPOM; dan

6) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja BPOM, Inspektorat I secara struktural berada di bawah Inspektorat Utama BPOM.
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Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM

D. Pernyataan, Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama Badan POM
Visi
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen
bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung
terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan

fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan
akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan, bermutu dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi
Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan

hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi
tampak lebih nyata pada misi tersebut. Seperti halnya visi Inspektorat I yang mengacu




pada Inspektorat Utama, penetapan misi dilakukan dengan sistematika yang sama. Misi
Inspektorat Utama BPOM yaitu sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang
bersih, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk
memberikan pelayanan yang prima

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu
(assurance) dan konsultansi (trusted advisor) yang mampu
menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan
menjaga Budaya Organisasi BPOM

Misi pertama sejalan dengan Misi Presiden RI yang ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah
yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan reformulasi dari Misi ke-4 Badan POM
“Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.”

Misi kedua merupakan “janji” bahwa Inspektorat Utama akan meningkatkan kapabilitas
dan kompetensinya dalam pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan penjaminan
mutu (assurance), yang terdiri dari, audit, reviu, evaluasi, analisis, pemantauan, dan
pengawasan lainnya serta konsultansi (trusted advisor). Pelaksanaan penjaminan mutu
dan konsultasi akan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi,
mengawal perubahan dan menjaga budaya organisasi (nilai) BPOM.

Setiap bagian dari Inspektorat Utama yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II,
Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional secara sadar patuh
pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada
upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna
mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama BPOM, maka visi dan misi
tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan
misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai
dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah sebagai
berikut:

inan yang
L Terwuiudnya organisasi Badan | 2. Terwuiudnve \gla?gagjé\?@?[\
POM yang berintegritas dengan | memadal P28 “pom telah
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Gambar 2. Tujuan dan Indikator Tujuan




Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas
dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara
pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan
penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian
manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan
secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara
tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja
(Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau
operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang
terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan
bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran program Inspektorat Utama
sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM 1 SASARAN PROGRAM 2

POM Terkelolanys  Mouangar sdan  POM

SASARAN PROGRAM 3 SASARAN PROGRAM 4

cgawiia

L’ SASARAN PROGRAM 6

SASARAN PROGRAM 10

Gambar 3. Sasaran Program Inspektorat Utama




3. Meningkatnva 5. Implementasi_
1..Terwujudnya

pelayanan pengawasan,
Crganisasi Badan pengawasan intern yang
POM yang efektif Intern yang efekiif dan

berkualitas efisien

2. Terkelolanya 4, Tersedianya_

vvvvvvvvvvvvvv kebijakan
pengawasan
transparan dan intern yang
akuntabel berbasis risiko
5. Pemantauan
tindak lanjut, 10. Terkelolanya
rekomendasi 8. Terwujudnya keuangan

pengawasan intern,
pengaduan dan
layanan konsultansi

yang efektif

SDM Inspektorat | Inspektorat |
vang berkineria secara
optimal akuntabel

9. Menguatnya

pengelolaan data
dan informasi

7. Terwujudnya

Inspektorat | pengawasan obat
yang efektif dan makanan di
Inspektorat |

Gambar 4. Sasaran Program Inspektorat I

Inspektorat Utama beserta Inspektorat I sebagai komponennya dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru
pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan
internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian
kinerja serta berusaha menjadi agent of change bagi organisasi BPOM.

Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat I mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-
nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota
organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang
dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan
berkinerja.

Kredibilitas

Responsif

Gambar 5. Budaya Kerja




PROFESIONAL, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi.

INTEGRITAS, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

KREDIBILITAS, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.

KERJASAMA TIM, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang
baik.

INOVATIF, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
RESPONSIF/CEPAT TANGGAP, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

F. Komitmen Inspektorat I BPOM

Inspektorat I Badan POM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta
memelihara standar audit untuk:

a.
b.
C.

Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
Memberikan solusi atas permasalahan.
Menjadi inisiator perubahan.

G. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Inspektorat I adalah berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1.

w

o wu

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Obat dan Makanan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/2018 Tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-K/L;




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu
Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIP K/L;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi SAKIP;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024;

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing
System).

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM.

Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Badan POM.

Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan POM.

Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan POM.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan.

Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di
Lingkungan Badan POM.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.




32. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1340 Tahun 2020 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan POM.

33. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.09.20.429
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun
2020-2024.

34.Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.02.1.2.11.21.435 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

35. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.02.02.1.2.01.22.27 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

36. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di lingkungan BPOM

H. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral BPOM, Inspektorat I sepenuhnya mendukung BPOM dalam
menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna
meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan
intern.

Inspektorat I mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan

paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat memperluas peran pengawasan

yang telah diembannya melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi assurance

(penjaminan mutu) dan fungsi consulting (konsultansi):

a. Memberikan fungsi assurance (penjaminan mutu). Pola-pola pengawasan
konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak
ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti
reviu, evaluasi, pemantauan; dan

b. Fungsi consulting (konsultansi) kepada manajemen. APIP dapat memberikan
masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu
dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran
hukum.

APIP harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi
pemerintah dan dapat memberikan early warning system sebelum terjadinya
penyimpangan.

I. Mitra Pengawasan Inspektorat I

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang Satuan Kerja dan

Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang terdiri dari:

a. Kedeputian Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat
Adiktif




b. Kedeputian Bidang Pengawasaan Obat tradisional,

Kosmetika
Inspektorat II
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Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Makanan

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda

Jambi

Kupang

Tarakan

Manokwari

Palu

Kabupaten Aceh Tengah
Kabupaten Aceh Selatan
Kota Dumai

Kabupaten Indragiri Hilir
Kota Sungai Penuh

Kota Lubuklinggau
Kabupaten Tulangbawang
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Kediri
Kabupaten Bogor
Kabupaten Jember
Kabupaten Bima
Kabupaten Ende

Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Kotawaringin Barat

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo

Suplemen Kesehatan,

dan

nn. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
00. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu

pp. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan

dq. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai




rr. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong




BAB I1I
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

SDM Inspektorat I per Desember 2021 terdiri dari 30 orang pegawai dengan rincian
sebagai berikut:

INSPEKTUR 1
Drs. Tepy Usia, M.Phil., Ph.D

AUDITOR MADYA ANALIS ANGGARAN MUDA

Drs. Agung Wicakscno, Apt., M.Si. Tri Apriadi, 5.5i., Apt.

Dra. Wiwi Wiratini, Apt.

Drs. Rachmad Hidayat, Apt., ME. PNS CALON PRANATA APBN TERAMPIL

Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.
AUDITOR MUDA
Talita Arliana Putri, SE. PNS CALON ARSIPARIS TERAMPIL

Liza Eka Putri, 5. Farm., Apt. Miyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.1.D.
Yetti Setyaningrum, SH.

Ristra Tyas Irviantie, 5. Farm., Apt.

AUDITOR PERTAMA

Alexander Arie SDS, S. Farm., Apt. PEGAWAI PEMERINTAH NMON PNS
Rizky Oktaviani, SE. Sinthia Maida Mahsa, S.Ak

Helmi Silvia, 5. Farm., Apt. Zulfakhoriah Sani, 5.Tr.Ak

Irwan Setiawan, 5.5i. Danih Intan Zulianti, $.Tr.Ak

Kuncoro Adi, S.5i. Maulana Teruna

Mokhammad Luthfi Nugroho, SE.
M. Taufig Anshori, SE.

Wisnu Pradipta, S.AP.

Tri Dahus Susanto, SE.

Dimas Tegar Paliling, SH.

Mozes Reynaldo Christanto, SH.
Hendika Bruri Pratama, S.Kom.
Riza Auliarta Ramadhan, 5.Ak.

PNS CALON AUDITOR
Fitria Dewi Renggansih, SH.

PNS CALON AUDITOR KEPEGAWAIAN
Elia Gustimona, SE.

1. Data Kepegawaian

Rincian SDM tahun 2021 berdasarkan jabatan, golongan, dan pendidikan adalah
sebagai berikut:




a) SDM Inspektorat I berdasarkan jabatan

Tabel 1. SDM Inspektorat I Berdasarkan Jabatan

JABATAN JUMLAH
Jabatan Struktural
- EselonlIl 1 orang
Jabatan Fungsional
- Auditor Madya 3 orang
- Auditor Muda 4 orang
- Auditor Pertama 13 orang
- Analis Anggaran Muda 1 orang
- Calon Auditor Pertama 1 orang
- Calon Auditor Kepegawaian 1 orang
- Calon Pranata Keuangan APBN 1 orang
- Calon Arsiparis Terampil 1 orang
Pegawai Pemerintah Non PNS
- Pengadministrasi Keuangan 2 orang
- Pengadministrasi Umum 2 orang

b) SDM Inspektorat I berdasarkan golongan

Tabel 2. SDM Inspektorat I berdasarkan Golongan

GOLONGAN JUMLAH
Golongan IV 5 orang
Golongan III 19 orang
Golongan II 2 orang
Jumlah 26 orang

c) SDM Inspektorat I berdasarkan pendidikan

Tabel 3. SDM Inspektorat I berdasarkan Pendidikan

GOLONGAN JUMLAH
S3 1 orang
S2 3 orang
Apoteker 5 orang
S1/DIV 18 orang
D3 2 orang
SMA 1 orang
Jumlah 30 orang

2. Kebutuhan Pegawai
Rincian kebutuhan pegawai pada Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Kebutuhan Pegawai

Existin
g (31 Rincian Usulan
LR = Des pendidikan | %P | pendidikan | Ket
2021)
Inspektur I 1 1 0




Existin
g (31 Rincian Usulan
Jabatan ABK Des Pendidikan | ®2P | pendidikan | Ket
2021)
Auditor Ahli 2 0 2
Utama
Apoteker,
Auditor Ahli 4 3 Magister 1
Madya Ekonomi,
Magister Sains
Sarjana
. . Ekonomi,
Auditor Ahli 12 4 Sarjana 8
Muda
Hukum,
Apoteker
Sarjana
Ekonomi, Sarjana
Sarjana Kimia, Akuntansi,
Sarjana Sarjana
Auditor Ahli 36 14 Administrasi 23 Hukum, 1 orang
Pertama Publik, Sarjana Sarjana CPNS
Hukum, Manajemen,
Sarjana Sarjana
Akuntansi, Farmasi
Apoteker
Auditor
Kepegawaian 1 0 0
Ahli Madya
Auditor
Kepegawaian 1 0 0
Ahli Muda
Kepegawaian 3 : Sarjana | L orang
Ahli Pertama Ekonomi CPNS
ﬁﬂﬁlllalfdr;ggaran 1 1 Apoteker 0
Analis Pengelola
Keuangan APBN 1 0 0
Ahli Pertama
Pranata
Pengelola . 1 orang
Keuangan APBN 1 1 D3 Akuntansi 0 CPNS
Terampil
Arsiparis . 1 orang
Terampil 1 1 D3 Kearsipan 0 CPNS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan verifikasi
dan validasi atas usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat
Utama BPOM dan telah pula memberikan rekomendasi jumlah auditor pada
Inspektorat Utama BPOM sebanyak 145 orang sesuai dengan Surat Kepala BPKP
Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 mengenai Rekomendasi
Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama BPOM dengan
rincian sebagai berikut:




Tabel 5. Rincian Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama BPOM

Bezzeting 18 Februari
Jabatan ABK 2022 (orang) Gap %
(orang) | Inspektorat | Inspektorat | (orang) | Pemenuhan
Utama I
Auditor Ahli Utama 2 0 0 2 0
Auditor Ahli Madya 11 5 3 6 45,45
Auditor Ahli Muda 33 10 4 23 30,30
Auditor Ahli Pertama 66 23 14 43 34,85
Auditor Penyelia 11 0 0 11 0
Auditor Pelaksana Lanjutan 11 0 0 11 0
Auditor Pelaksana 11 0 0 11 0
PNS yang diproyeksikan
menjadi Auditor 0 > 1 (3) 0
Auditor yang diberhentikan
karena Tugas Belajar 0 1 0 (1) 0
145 44 101 30,34

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Sepanjang tahun 2021, 1 (satu) orang PNS pada Inspektorat I telah kembali dari
Tugas Belajar dan menempati posisi awal sebagai Auditor Pertama.

B. Sarana dan Prasarana
Inspektorat I BPOM menempati ruangan yang berlokasi di Gedung I (kemudian menjadi
Gedung Mozaik) lantai 2 dan 3 yang terdiri dari 5 ruangan yakni Ruang Inspektur I, Ruang
ex Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Ruang Pengendali Teknis, dan Ruang Auditor
pada lantai 2 serta Ruang Rapat pada lantai 3.
Pengelolaan BMN pada Inspektorat I mengikuti prosedur yang berlaku pada Sub
Kelompok Substansi Keuangan dan Umum di Bagian TU Inspektorat Utama dengan
rincian sebagai berikut:
C. Anggaran
Pada tahun 2021, Inspektorat Utama BPOM mengelola anggaran sebesar
Rp20.095.728.000,00 dan khusus untuk Inspektorat I, anggaran yang dikelola adalah
sebesar Rp3.154.451.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut:
Tabel 6. Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2021
. Anggaran
Sasaran Indikator - -
No Program Kinerja Sub Komponen 2021 Pagu (Rp) Re(a;:;;)asu (%)
g=(f/e*
a b C d e f 100)
Pengawalan Komponen
Hasil RB dan Survei
Terwujudnya | Nilai RB BPOM | kepuasan Masyarakat 16.376.000 16.350.587 | 99,84
1 organisasi penguatan terkait Pelayanan Publik
B:Sar;fl;?(zlf Sis:\er:wasan Sosialisasi Program Anti
yang peng Korupsi BPOM (Bidang 5.235.000 5.234.040 | 99,98
Penguatan Pengawasan)




Anggaran

Sasaran Indikator - -
No Program Kinerja Sub Komponen 2021 Pagu (Rp) Re(a;;;asu (%)
g=(f/e*
a b C d e f 100)
Pertemuan Evaluasi Survei
Kepuasan Masyarakat - - -
(SKM) 2020
Rapat Kerja dan Koordinasi
Nasional Pengawasan Intern 183.946.000 183.944.915 100
Berbasis Risiko
Nilai Evaluasi
Internal .
Akuntabilitas Evaluasi SAKIP - - -
Kinerja
Level Maturitas
Sistem . Workshop Tim Penilai
Pengendalian .
Intern Pengendalian Intern atas
. Pelaporan Keuangan (PIPK)
Pemerintah - - -
(Penguatan Area
(SPIP)
terintegrasi Pengawasan dan
mitra kerja Akuntabilitas Kinerja)
Inspektorat I
Reviu (RKAKL, LK, TEPRA,
RK BMN, PIPK) 16.060.000 16.057.800 99,99
Persentase
kesalahan Asistensi Dalam Rangka 74.052.000 74.047.090 | 99,99
material dalam | Persiapan Pemeriksaan BPK
Laporan Pend - P i
Keuangan endampingan Femeriksaan 98.463.000 98.449.175 99,99
yang BPK
Terkelol ditoleransi Evaluasi Pengendalian
kz[la?]gaannya Intern atas Pelaporan - - -
Keuangan (PIPK)
2 SB:gaarr; POM Pertemuan Pemantauan
transparan Progres Penyelesaian TL 4.014.000 4.012.100 99,95
anspara temuan BPK
dan Bimbingan Teknis
akuntabel Persentase Pen ua%an Reviu
rekomendasi 9
hasil Perencanaan dan
. Penganggaran Dalam 199.028.000 199.012.495 99,99
pemeriksaan )
Rangka Peningkatan
BPK yang K ili
ditindaklanjuti Akuntabilitas Laporan
Keuangan BPOM
Focus Group Discussion
Pembahasan atas konsep 38.828.000 38.825.000 99,99
temuan pemeriksaan BPK
Indeks
Meningkatnya | kepuasan
pelayanan mitra Kerjasama Lintas Program
3 pengawasan pengawasan dan Lintas Sektor Bidang 131.351.000 131.250.450 99,92
intern yang intern mitra Pengawasan dan Antar K/L
berkualitas kerja
Inspektorat I
Ters_gdlanya Indeks
kebijakan
kemanfaatan "
pengawasan ) Kajian/ Pedoman/ Peraturan
4 ; kebijakan - - -
intern yang engawasan Inspektorat I
efektif dan peng
intern

efisien




Anggaran

Sasaran Indikator PR
No Program Kinerja Sub Komponen 2021 Pagu (Rp) Re(a;;;asu (%)
g=(f/e*
a b [ d e f 100)
Persentase
laporan Audit 913.528.000 913.516.744 100
pengawasan
intern pada
Implementasi | mitra kerja o o
pengawasan | InspektoratI | Bimbingan Teknis Pimpinan 221.430.000 | 221.405.814 | 99,99
5 intern yang yang sesuai Inspektorat I
efektif dan standar mutu
efisien Nilai peer Audit
revie\F/)v atas Internal/Surveilan/Tinjauan
engawasan Manajemen QMS ISO 1.612.000 1.612.000 100
ipntefn 9001:2015 Unit Kerja
Inspektorat I
Persentase
Pemantauan ;eel;o?zgg:il Pemantauan dan Evaluasi } ) _
tindak lanjut integn yang TL Hasil Pengawasan
rekomendasi ditindaklanjuti
6 pengawasan
intern dan Persenc'lcase
pengaduan
pengaduan yang Audit Tujuan Tertentu 80.832.000 80.827.231 | 99,99
yang efektif . -
ditindaklanjuti
secara tuntas
Terwujudnya
ta:atr?w:reiLotI:han Level Penyusunan Laporan
P . . Akuntabilitas, Laporan
7 yang optimal Kapabilitas Tahunan, Laporan 7.021.000 7.012.720 99,88
di lingkup APIP Pengawa’san
Inspektorat
Utama
Terkelolanya Nilai Kinerja
keuangan Anggaran Evaluasi dan Koordinasi
8 secara Inspektorat Pelaksanaan Kegiatan 1.162.675.000 1.162.643.527 100
akuntabel Utama
Total Anggaran Kegiatan Inspektorat I 3.154.451.000 | 3.154.201.688 99,99




BAB III
HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT I

o

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance salah satunya melalui sistem
pengawasan yang efektif dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

®)

Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan (assurance) yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. untuk menyelaraskan
kegiatan assurance, APIP juga memberikan consulting berupa bimbingan teknis datau
konsultasi atas pelaksanaan anggaran maupun kegiatan pengadaan barang/jasa.

A. Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

IKU 1 : 'Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan’

IKU 2 : 'Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja lingkup kerja Inspektorat I’

IKU 3 : ‘Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi mitra
kerja Inspektorat I’

IKU 4 : ‘Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti’

4

Sasaran Kegiatan Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif diukur menggunakan
4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
pencapaian IKU tersebut yaitu:

1. IKU 1 : ‘Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan’.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Nilai RB BPOM sistem pengawasan pada
Inspektorat I yaitu pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan publik
dan sosialisasi program anti korupsi.

a. Pengawalan Komponen Hasil RB Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik
Dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu tujuannya adalah
mampu melayani publik maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan
publik. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai
perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, maka Badan
Pengawas Obat dan Makanan senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang




diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
Tahun 2021, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit
Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pusat, Balai dan
Loka). Survei dilakukan terhadap 15 (lima belas) Unit Pelayanan Publik Pusat, 33 (tiga
puluh tiga) Unit Pelayanan Publik Balai Besar/Balai POM dan 15 (lima belas) Unit
Pelayanan Publik Loka POM Mandiri yang memberikan layanan kepada masyarakat.
Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan dan berinteraksi secara
langsung dengan unit pelayanan publik di Badan POM. Survei dilaksanakan pada
tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 dan finalisasi laporan pada
bulan November 2021. Survei dilakukan secara online melalui aplikasi layanan publik
yang diintegrasikan pada aplikasi SAPAAPIP ( ).

Alokasi anggaran Kegiatan Pengawalan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan
Masyarakat terkait Pelayanan Publik adalah Rp16.373.680,00 dengan capaian realisasi
anggaran sebesar Rp16.350.587,00 atau mencapai 99,86%.

Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di Lingkungan Badan POM,
maka Badan POM melakukan upaya pengendalian Gratifikasi sesuai Peraturan KPK
Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Kepala Badan POM
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas
Obat Dan Makanan.

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan
kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan
perundang-undangan. Keberhasilan implementasi pengendalian gratifikasi di
lingkungan Badan POM, sangat ditentukan dari kesadaran bahwa setiap pegawai
adalah pelayan masyarakat. Inspektorat I telah melakukan sosialisasi tentang
kesadaran pegawai tentang pentingnya pengendalian gratifikasi, salah satunya
dengan cara melakukan publikasi awareness mengenai gratifikasi melalui media sosial
Inspektorat I, pembagian bahan cetakan dan kalender bertemakan gratifikasi kepada
satuan kerja Pusat di Badan POM.

Meskipun sosialisasi terkait kebijakan pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan
namun internalisasi berkelanjutan harus tetap dijalankan untuk meningkatkan
pemahaman pegawai di lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak
dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.

Alokasi anggaran Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM adalah
Rp5.235.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp5.234.040,00 atau
mencapai 99,98%.




2. IKU 2:'Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja lingkup kerja Inspektorat I’

Kegiatan yang mendukung IKU Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja yaitu Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
nomor 12 tahun 2015 tentang tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai
penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), meningkatkan akuntabilitas kinerja, efisiensi dan
efektifitas pengelolaan sumber daya, serta memberikan saran perbaikan terhadap
penerapan SAKIP pada masing-masing satuan kerja. Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM ditetapkan dalam
Kep. Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Pada tahun 2021 Inspektorat I telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh
Satuan/Unit Kerja yaitu 3 Unit Eselon I, 3 Unit Eselon II Pusat, dan 16 BB/BPOM lingkup
pengawasan Inspektorat I. Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, kegiatan desk
evaluasi SAKIP dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui media zoom
meeting.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan Desk Evaluasi
Sakip ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring.

Gambar 6. Desk evaluasi SAKIP melalui zoom meeting satker pada
wilayah pengawasan Inspektorat I

3. IKU 3 : ‘Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
terintegrasi mitra kerja Inspektorat I’

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) terintegrasi pada lingkup kerja Inspektorat I yaitu Rapat Kerja dan
Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko.




Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif
dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4)
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib
melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan
memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam
mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun
2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik
praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.
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Gambar 7. Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis
Risiko di Bali

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel salah satunya dapat dinilai dengan metode penilaian
maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai
Pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:




Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Manajemen Risiko Indeks;

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
Kapabilitas APIP

b

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaran SPIP secara
integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis
risiko yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 15-17 Juni 2021 dengan tujuan
agar BPOM siap untuk mencapai level maturitas yang terbaik.

Selain kegiatan diatas, dalam implementasi manajemen risiko pada Unit Kerja maka
Inspektorat I telah melakukan penilaian maturitas manajemen risiko Unit Kerja Pusat,
BB/BPOM dan Loka POM wilayah pengawasan Inspektorat I pada tanggal 09-17 Maret
2021. Penilaian maturitas manajemen risiko Unit Kerja dilaksanakan secara daring
dengan desk melalui zoom meeting kepada seluruh Unit kerja atas form manajemen
risiko yang telah disusun dan dimutahirkan setiap semester sehingga diperoleh nilai
maturitas manajemen risiko pada masing-masing Unit Kerja.

Alokasi anggaran Kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern
Berbasis Risiko adalah Rp183.946.400,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar
Rp183.944.915,00 atau mencapai 99,99%.

. IKU 4: 'Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang
ditindaklanjuti’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh instansi
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk
hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan
ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan
tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk
mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi dan upaya perbaikan kinerja layanan publik secara berkelanjutan,
maka Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
pada Tahun 2020. Dalam rangka menindaklanjuti hasil survei tersebut, pada tahun 2021
disusun rencana aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan untuk
mengetahui apakah pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rencana serta keberhasilan
dari upaya perbaikan kinerja layanan publik, maka dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap rencana aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.




Monitoring dan evaluasi rencana aksi/tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat

bertujuan untuk:

1) Mengetahui kesesuaian rencana aksi/tindak lanjut hasil survei dengan rekomendasi
yang diberikan

2) Mengetahui progres atas penerapan rencana aksi/tindak lanjut hasil survei tahun
sebelumnya

3) Mengetahui taraf pencapaian rencana aksi/tindak lanjut, sehingga dapat diambil suatu
keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai rencana aksi/tindak lanjut tersebut.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan Monitoring
dan evaluasi rencana aksi/tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini karena
seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring.

. Sasaran Kegiatan 2

Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel

IKU 5 :‘Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra
kerja Inspektorat I'.
IKU 6 : ‘Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM’

4

Sasaran Kegiatan ‘Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel’
dikur menggunakan 2 IKU. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut yaitu:

. IKU 5: ‘Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang
ditoleransi mitra kerja Inspektorat I'.

a. Reviu (LK, RKA-K/L, TEPRA, RK BMN, dan PIPK)

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma

yang telah ditetapkan. Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas

mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran,

pengklasifikasian dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi assurance dan consulting, Inspektorat I melaksanakan

kegiatan reviu antara lain reviu RKA-K/L, Laporan keuangan, Evaluasi pelaksanaan

realisasi anggaran, RKBMN dan reviu PIPK.

1) Reviu atas Laporan keuangan Badan POM
Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan
Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,
realisasi anggaran, hasil operasi/kegiatan, dan perubahan ekuitas suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kewajiban Reviu Laporan
Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaannya
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.




Ruang lingkup reviu laporan keuangan meliputi penelaahan atas Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK) serta proses pelaporan keuangan dan tidak mencakup pengujian
atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta
pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam
suatu audit. Hasil dari kegiatan reviu Laporan keuangan berupa pernyataan telah
direviu oleh Inspektur Utama atas Laporan Keuangan Badan POM.

Pada tahun 2021 Kegiatan Reviu Laporan keuangan dilaksanakan oleh tim reviu

Laporan keuangan Inspektorat Utama yang terdiri dari auditor Inspektorat I dan

Inspektorat II sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

a) Reviu Laporan Keuangan TA 2020 dilaksanakan pada bulan Februari 2021.

b) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2021 dilaksanakan bulan Juli 2021,
dan

¢) Reviu Laporan Keuangan Badan POM triwulan III TA 2021 yang dilaksanakan
pada bulan Oktober 2021.

Teknis pelaksanaan reviu Laporan Keuangan dilakukan melalui desk kepada
masing-masing Satuan Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri
secara daring melalui media zoom meeting maupun secara luring.

2) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)
merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang
disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam penyusunan
RKA-K/L diperlukan reviu dari APIP yang selanjutnya dilakukan penelaahan
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta
kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang
berkualitas.

Penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Peraturan
menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan
dan penelaahan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Reviu RKAKL tahun 2021 dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Utama yang
meliputi Auditor Inspektorat I dan II sesuai dengan wilayah pengawasan
masing-masing, sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1) Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran dilaksanakan bulan Agustus 2021, dan

2) Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi dilaksanakan bulan oktober 2021.

Teknis pelaksanaan reviu RKA-K/L yaitu melalui desk kepada masing-masing
Satuan Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri secara daring
melalui media zoom meeting dengan output Laporan Hasil Reviu RKA-K/L.

3) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana
kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh auditor APIP yang kompeten,
memberi keyakinan terbatas (/imited Assurance) dan memastikan kelengkapan




4)

5)

dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan
terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.

Kewajiban pelaksanaan reviu RKBMN oleh APIP tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06.2021 tentang Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Negara Pasal 17 ayat (6), bahwa hasil penelitian RKBMN
disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan
reviu. Sedangkan pelaksanaan reviu dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 332/KMK.06/2016 tentang Tata Cara Reviu Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Kementerian/Lembaga.

Reviu RKBMN tahun 2021 dilaksanakan pada bulan September oleh Auditor
Inspektorat Utama yang meliputi auditor Inspektorat I dan Inspektorat II
dengan output berupa Laporan Hasil Reviu RKBMN. Teknis pelaksanaan reviu
RKBMN vyaitu melalui desk kepada masing-masing Satuan Kerja Pusat, Balai
Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri melalui media zoom meeting. Hasil
RKBMN tahun 2021 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan
kegiatan pengadaan dan pemeliharaan aset pada penyusunan RKA-K/L TA
2023.

Reviu/Evaluasi Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendorong penyerapan anggaran secara optimal di
Kementerian/ Lembaga sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran
maka dilaksanakan Reviu Pengelolaan Anggaran. Reviu dilakukan oleh APIP K/L
berdasarkan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D yang
diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ruang lingkup reviu atas realisasi anggaran meliputi pengelolaan anggaran
termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
masing-masing K/L. Selain itu juga dilakukan reviu kualitas belanja untuk
mengidentifikasi kualitas belanja dari masing-masing K/L. Reviu kualitas
belanja ditujukan untuk menilai kesesuaian alokasi, efisiensi dan efektifitas,
ketepatan waktu, dan transparansi dan akuntabilitas belanja.

Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi
Anggaran (TEPRA) untuk melakukan reviu atas pengawasan realisasi anggaran
dan pendapatan belanja negara setiap triwulan yang selanjutnya dilaporkan
kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,
Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - BPKP. Pada tahun 2021
evaluasi realisasi anggaran Badan POM dilaksanakan oleh Inspektorat I dengan
melakukan kompilasi dan analisis data dari seluruh Satker di Badan POM.

Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang
dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. PIPK disusun oleh Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai dari Entitas Akuntansi
dan/atau Entitas Pelaporan untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh APIP.

Reviu PIPK dilakukan dengan dilakukan penelaahan oleh auditor APIP yang
kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa




penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai. Pada Tahun 2021 Reviu PIPK dilaksanakan
oleh Auditor Inspektorat Utama yang terdiri dari Auditor Inspektorat I dan II
pada bulan Januari 2021 sebelum dilakukan reviu Laporan Keuangan Tahunan
2020. Reviu PIPK Inspektorat I dilaksanakan dengan metode sampling terhadap
2 (dua) unti kerja, yaitu Satuan Kerja PPPOMN dan BBPOM di Banjarmasin
dengan dilakukan desk melalui zoom meeting. Hasil dari reviu PIPK diharapkan
dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan atas laporan keuangan.

Alokasi anggaran untuk beberapa Kegiatan Reviu tersebut adalah Rp16.060.800,00
dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp16.057.800,00 atau mencapai 99,98%.

Gambar 8. Desk reviu RKA-K/L melalui zoom meeting

b. Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK
Dalam menjalankan fungsi consulting, Inspektorat Utama melakukan asistensi kepada
unit Kerja yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Asistensi dilakukan dalam rangka
persiapan Unit Kerja sebelum dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Badan
POM oleh BPK. Melalui kegiatan ini Inspektorat memberikan masukan/saran perbaikan
kepada Unit Kerja atas permasalahan dalam Laporan keuangan. Pada tahun 2021,
asistensi dilakukan oleh Inspektorat I terhadap 5 (lima) Balai Besar POM yaitu:
1) BBPOM Bandung
2) BBPOM Medan
3) BBPOM Surabaya
4) BBPOM Semarang
5) BBPOM DKI Jakarta

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK
adalah Rp74.052.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp74.047.090,00
atau mencapai 99,99%.

c. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI
Pendampingan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI dilakukan oleh
Auditor Inspektorat I pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan. Pendampingan
dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi antara BPK dengan Satker/Unit Kerja yang







		2022-06-22T04:07:49+0000
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




